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ABSTRAK

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang demokratis memerlukan sistem
yang transparan dan akuntabel, termasuk dalam desain surat suara yang digunakan
oleh pemilih. Desain surat suara yang jelas dan mudah dipahami menjadi faktor
penting dalam memastikan partisipasi pemilih yang tinggi serta mengurangi
kesalahan dalam pencoblosan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-
XXI1/2024 menegaskan bahwa desain surat suara harus mengakomodasi seluruh
lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas dan pemilih dengan tingkat
pendidikan rendah. Dalam perspektif hukum, keputusan ini berlandaskan pada
prinsip konstitusional yang menekankan hak politik setiap warga negara. Dalam
konteks Maslahah Mursalah, Putusan ini bertujuan untuk memastikan
kemaslahatan umum dalam penyelenggaraan pemilu dengan meningkatkan
aksesibilitas dan keterjangkauan surat suara bagi seluruh pemilih.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 126/PUU Tahun 2024 tentang desain surat suara dalam perspektif Maslahah
Mursalah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif
dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-
undangan (statute approach). Melalui metode ini, penelitian mengkaji bagaimana
perubahan desain surat suara dapat meningkatkan kualitas demokrasi dengan
memastikan hak pilih yang lebih inklusif dan transparan. Selain itu, penelitian ini
juga menelaah prinsip-prinsip Maslahah Mursalah dalam kaitannya dengan
kebijakan pemilu yang bertujuan untuk memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MK yang menunda
penerapan model plebisit dalam pemilihan kepala daerah hingga Pilkada Serentak
2029 mencerminkan prinsip hukum sosiologis dan hukum progresif. Putusan ini
mempertimbangkan aspek kesiapan administratif serta stabilitas hukum dalam
proses pemilu. Dari perspektif maslahah mursalah, perubahan sistem pemilihan
dengan model plebisit bertujuan untuk meningkatkan legitimasi demokrasi dengan
memastikan bahwa setiap suara masyarakat benar-benar mencerminkan kehendak
rakyat. Dengan demikian, keputusan ini sejalan dengan prinsip kemaslahatan yang
bertujuan untuk menjaga stabilitas politik dan meningkatkan kualitas demokrasi di
Indonesia.

Kata Kunci: Desain Surat Suara, Maslahah Mursalah, Pemilihan Umum



ABSTRACT

The conduct of democratic regional head elections requires a transparent and
accountable system, including in the design of ballots used by voters. Clear and
easily understood ballot design becomes an important factor in ensuring high voter
participation and reducing errors in voting. The Constitutional Court Decision
Number 126/PUU-XXI1/2024 affirms that ballot design must accommodate all
layers of society, including persons with disabilities and voters with low education
levels. From a legal perspective, this decision is based on constitutional principles
that emphasize the political rights of every citizen. In the context of Maslahah
Mursalah, this decision aims to ensure public welfare in election administration by
improving accessibility and affordability of ballots for all voters.

This research aims to analyze Constitutional Court Decision Number
126/PUU Year 2024 regarding ballot design from the perspective of Maslahah
Mursalah. The method used in this research is normative juridical with a
conceptual approach and statutory approach. Through this method, the research
examines how ballot design changes can improve the quality of democracy by
ensuring more inclusive and transparent voting rights. Additionally, this research
also examines the principles of Maslahah Mursalah in relation to electoral policies
aimed at providing broad benefits to society.

The research results show that the Constitutional Court decision to
postpone the implementation of the plebiscite model in regional head elections until
the 2029 Simultaneous Regional Elections reflects the principles of sociological
law and progressive law. This decision considers aspects of administrative
readiness and legal stability in the electoral process. From the perspective of
maslahah mursalah, changing the electoral system with a plebiscite model aims to
enhance democratic legitimacy by ensuring that every voice of society truly reflects
the will of the people. Thus, this decision aligns with the principle of welfare that
aims to maintain political stability and improve the quality of democracy in
Indonesia.

Keywords: Ballot Design, Maslahah Mursalah, General Elections
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penerapan pemilihan kepala daerah merupakan salah satu elemen terpenting
dalam sistem demokrasi Indonesia. Sebagai negara demokratis, Indonesia
memberi kesempatan kepada rakyatnya untuk menentukan arah pemerintahan
serta memilih pemimpin yang dipercaya dapat mewujudkan kepentingan dan
harapan rakyat. Proses pemilihan umum ini memberi kewenangan kepada
warga negara untuk berpartisipasi dalam menentukan keputusan politik yang
bersifat strategis. Di dalam demokrasi yang ideal, partisipasi aktif masyarakat
dalam pemilu adalah wujud dari kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, proses
pemilu yang bebas, jujur, adil, dan transparan harus menjadi dasar utama dari

setiap penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan di Indonesia. !

Selain pemilihan calon legislatif dan eksekutif, pemilu di Indonesia
juga mencakup pemilihan presiden dan wakil presiden, serta beragam
keputusan politik lainnya yang memiliki dampak langsung terhadap kehidupan
berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, kualitas pemilu tidak hanya
pada transparansi dan akuntabilitas penyelenggara pemilu, tetapi juga dalam

hal partisipasi pemilih yang tinggi serta pemahaman yang jelas mengenai

! Fajlurrahman Jurdi, Pengantar Hukum Pemilihan Umum, Kencana Prenadamedia Group,
2018,h. 99-100.



proses pemilihan itu sendiri.? Salah satu aspek yang sangat berperan dalam
memastikan kualitas pemilu adalah desain surat suara. Surat suara yang jelas,
mudah dimengerti, serta dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, akan
mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih serta mengurangi kesalahan dalam
pencoblosan. Hal ini penting, mengingat surat suara adalah alat utama yang

digunakan pemilih untuk mengekspresikan pilihannya.

Dalam konteks penyelenggaraan pemilu yang lebih inklusif dan
demokratis, desain surat suara harus mampu mengakomodasi kebutuhan
berbagai kelompok masyarakat, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan
fisik atau kognitif. Desain surat suara yang rumit atau tidak mudah dipahami
bisa menjadi hambatan bagi sebagian pemilih, yang akhirnya berdampak pada
rendahnya tingkat partisipasi dan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam
pencoblosan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap desain surat suara harus
dilakukan secara mendalam dan hati-hati. Evaluasi ini tidak hanya mencakup
aspek teknis desain, tetapi juga menyentuh isu-isu yang lebih besar terkait

dengan hak pilih, aksesibilitas, dan kesetaraan bagi seluruh pemilih.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 126/PUU-XXI1/2024
yang mengatur tentang desain surat suara menjadi sangat relevan untuk dibahas
dalam konteks penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Keputusan ini tidak

hanya berfokus pada aspek teknis desain surat suara, tetapi juga menyentuh

2 Firdaus, Penyelesaian Sengketa Pemilu sebagai Upaya Memulihkan Kepercayaan dan

Memperkuat Legitimasi Pemerintahan Demokrasi, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Vol.8 No.2
(2014), h. 209



dimensi hukum dan konstitusional yang lebih luas, khususnya yang berkaitan
dengan hak-hak politik warga negara, prinsip kesetaraan, dan aksesibilitas bagi
seluruh pemilih tanpa kecuali. Keputusan tersebut memperlihatkan bagaimana
Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk
menguji undang-undang dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, turut
berperan dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak dasar

pemilih, termasuk dalam hal pemilihan umum.?

Desain surat suara yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami oleh
masyarakat, merupakan syarat utama untuk memastikan bahwa setiap pemilih
dapat menggunakan hak pilihnya secara sah dan tanpa hambatan. Putusan MK
Nomor 126/PUU-XXI1/2024 menyatakan bahwa desain surat suara harus
mengakomodasi seluruh lapisan masyarakat, baik yang memiliki keterbatasan
fisik, seperti tuna netra, maupun mereka yang memiliki tingkat pendidikan
yang rendah. Surat suara yang tidak mudah dipahami berisiko menyebabkan
kesalahan pencoblosan, yang dapat mengurangi keabsahan suara dan akhirnya
mempengaruhi hasil pilkada.* Oleh Karena itu, desain surat suara harus
memastikan bahwa seluruh elemen pemilih dapat berpartisipasi secara adil dan

setara dalam proses pemilu.

® Humas, Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Pilkada dengan 1 (Satu) Pasangan
Calon, https://setkab.go.id/putusan-mahkamah-konstitusi-terkait-pilkada-dengan-1-satu-pasangan-
calon/, diakses pada 2 Desember.

4 Nasihah, Durotun. Kendala panitia pengawas pemilu dalam mengawasi pemilihan umum
di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019. Diss. IAIN Palangka Raya, 2021.


https://setkab.go.id/putusan-mahkamah-konstitusi-terkait-pilkada-dengan-1-satu-pasangan-calon/
https://setkab.go.id/putusan-mahkamah-konstitusi-terkait-pilkada-dengan-1-satu-pasangan-calon/

Salah satu aspek utama yang dipertimbangkan dalam putusan MK
adalah hak pilih sebagai hak dasar yang harus dilindungi oleh negara. Pemilu
yang demokratis adalah pemilu yang memungkinkan setiap warga negara
untuk memilih tanpa adanya diskriminasi atau hambatan. Dalam kaitannya
dengan desain surat suara, hal ini mengarah pada pentingnya aspek
aksesibilitas. Surat suara yang tidak ramah bagi pemilih dengan disabilitas atau
pemilih yang kurang terampil dalam membaca atau menulis dapat menghalangi
mereka untuk menggunakan hak pilihnya dengan bebas. Oleh karena itu,
desain surat suara yang jelas dan dapat dipahami oleh berbagai kalangan
masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, harus menjadi prioritas utama

dalam setiap penyelenggaraan pemilu.

Pada Pilkada tahun 2015 sempat di berlakukan model surat suara
plebisit atas putusan MK No.100/PUU-XIII/2015. Surat suara model plebisit
yang pernah digunakan pada Pilkada 2015 memiliki format yang memuat satu
kolom foto pasangan calon kepala daerah di bagian atas, kemudian di bagian
bawah terdapat dua kolom terpisah berisi tulisan "setuju" dan "tidak setuju"”
terhadap calon tunggal yang ada.’ Desain ini menampilkan foto dan nama
pasangan calon tunggal di bagian atas, kemudian disediakan dua kolom kosong
berisi pilihan 'setuju' dan 'tidak setuju' untuk pasangan calon tunggal tersebut.
Plebisit adalah mekanisme pemungutan suara yang memberikan pilihan kepada

rakyat untuk menyetujui atau menolak suatu keputusan, kebijakan, atau calon.

5 Rochman, Saepul, et al. "Demokrasi Desa Menurut Mohammad Hatta: Gagasan Pemilu
Kerakyatan di Indonesia." Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum. 2022.



Dalam konteks pilkada calon tunggal, model plebisit meminta pemilih memilih
"setuju" atau "tidak setuju" terhadap calon tunggal, menciptakan keseimbangan
yang lebih jelas dalam pilkada dibandingkan format sebelumnya yang
menggunakan kolom kosong tidak bergambar. Format ini berbeda dengan
sistem pencoblosan biasa karena menggunakan opsi persetujuan eksplisit yang

memudahkan pemilih memahami implikasi dari pilihan mereka.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya mempertimbangkan prinsip
kesetaraan di dalam pilkada. Dalam konteks ini, kesetaraan tidak hanya berarti
bahwa setiap pemilih memiliki hak untuk memilih, tetapi juga bahwa setiap
pemilih harus dapat melaksanakan hak tersebut dengan cara yang sama dan
tanpa diskriminasi.® Desain surat suara yang rumit atau tidak ramah pengguna
berisiko menciptakan ketidaksetaraan dalam penggunaan hak pilih. Pemilih
yang tidak familiar dengan simbol atau bahasa tertentu, atau mereka yang
memiliki keterbatasan penglihatan, bisa saja tidak dapat memilih dengan cara
yang benar, yang akhirnya mengurangi keabsahan suara mereka. Oleh karena
itu, desain surat suara yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi harus

memperhatikan aksesibilitas secara menyeluruh.

Selain aspek teknis dan praktis, desain surat suara juga harus
mempertimbangkan dimensi hukum dan sosial dalam konteks masyarakat

Indonesia yang sangat beragam. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi

® Fajri, Ari, et al. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Konstitusionalitas
Legislasi Nasional: Studi Kasus Terhadap Pengujian Uu Pemilu Tahun 202424." YURISDIKSI:
Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora 1.1 (2025): 1-9.



memberikan perhatian khusus pada pentingnya menjamin hak politik seluruh
warga negara untuk memilih secara bebas dan tanpa tekanan.” Desain surat
suara yang mengakomodasi keberagaman, baik dari segi bahasa, simbol,
maupun cara penyajian informasi, menjadi kunci agar proses pemilu dapat
berlangsung dengan lebih inklusif dan transparan. Dengan demikian, setiap
pemilih dapat membuat keputusan yang informasinya jelas dan tidak

membingungkan.

Proses desain surat suara, menurut putusan MK, harus dilihat sebagai
bagian dari upaya untuk memastikan bahwa pemilu di Indonesia dapat
berlangsung dengan efisien, transparan, dan tetap menjaga hak-hak dasar
warga negara. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi menyarankan agar desain
surat suara memperhatikan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi proses
pencoblosan, seperti ukuran huruf, pemilihan warna yang kontras, dan
penggunaan simbol-simbol yang mudah dimengerti oleh masyarakat luas.
Terlebih lagi, dengan semakin berkembangnya teknologi, penggunaan elemen-
elemen visual yang jelas dan mudah diakses menjadi semakin penting, agar
pemilih yang berada di wilayah terpencil atau yang memiliki keterbatasan
tertentu tetap bisa mengakses dan menggunakan surat suara dengan baik.
Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, menarik untuk
dibahas terkait “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU

Tahun 2024 Tentang Desain Surat Suara Perspektif Maslahah Mursalah”.

7 Yasin, Rahman. "Hak Konstitusional Penegakan Hak Politik Pemilih Dalam Pemilu
Serentak 2024 Berdasarkan Konstitusi: KPU, Bawaslu, DKPP, dan MK." Jurnal Bawaslu Provinsi
Kepulauan Riau 4.2 (2022): 186-199.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas, penulis merumuskan rumusan masalah
penelitia ini sebagai berikut:
1. Bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXII/Tahun
2024 terkait desain surat suara ditinjau dari Teori Penafsiran Hukum?

2. Bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-
XXII/Tahun 2024 terkait desain surat suara ditinjau dari perspektif

maslahah mursalah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:
1. Tujuan Penelitian

a. Disusun untuk mengetahui dan memaparkan Bagaimana
pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan Mahkamah
Konstitusi No. 126 tahun 2024.

b. Disusun untuk mengetahui Bagaimana desain surat suara pada
putusan Mahkamah Konstitusi No. 126 tahun 2024 perspektif
masalahah mursalah.

2. Kegunaan Penelitian
Kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis



Penelitian ini bertujuan untuk menyumbangkan ilmu pengetahuan di
dalam ruang lingkup Hukum Tata Negara, khususnya di dalam
pemikiran bagaimana pertimbangan hakim. Di sisi lain, tulisan ini
juga dapat bermanfaat untuk memperkaya referensi terkait bagaimana
cara menganalisis pertimbangan hakim dalam putusannya.
b. Kegunaan Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk
mahasiswa hukum untuk melakukan penelitian yang berfokus pada

putusan Mahkamah Konstitusi.

D. Telaah Pustaka

Penelusuran literatur yang didapatkan oleh penulis terkait dengan tema
“Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/Puu Tahun 2024 Tentang
Desain Surat Suara”, terdapat beberapa hasil penelitian yang memiliki
keterkaitan dengan tema tersebut diantaranya:

Pertama, adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Lia Nurhasanah dengan
judul Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 Terkait
Pemilihan Calon Tunggal Dalam Perspektif Hukum Islam.® Secara garis besar
penelitian ini membahas terkait keberadaan calon tunggal dan desain surat

suara. Persamaan penelitian ini adalah analisis terhadap putusan MK namun

8 Lia Nurhasanah, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 Terkait
Pemilihan Calon Tunggal Dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Hukum dan HAM Wicarana,Vol.
2, No. 2, September 2023:70-87



yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah
terhadap putusan yang berbeda.

Kedua, adalah artikel jurnal yang ditulis M. Yasin al Arif dengan judul
Politik Hukum Calon Tunggal Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan
Implikasinya Terhadap Sistem Pilkada Serentak. Penelitian ini
menitikberatkan pada analisis politik hukum calon tunggal yang tertuang pada
putusan MK. Perbedaanya terletak pada analisis putusan MK No 126 Tahun
2024 dan pada desain surat suara.

Ketiga, adalah skripsi karya Melya Mega Nanda dengan judul
Pasangan Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah (Analisis Putusan
Mahkamah Konstitusi No.100/PUU-XII1/2015).° Skripsi ini menjelaskan
tentang pemilihan pasangan calon tunggal dan dampaknya terhadap pengisian
jabatan kepala daerah. Persamaan skripsi ini sama-sama membahas Putusan
Mahkamah Konstitusi No.100/PUU-XIII/2015. Perbedaan penulis membahas
pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi No.100/PUU-XIII/2015 terhadap
pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Kebumen, sedangkan
Melya Mega Nanda menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi
No.100/PUU-XIII/2015 dalam pemilihan kepala daerah. Perbedaan penelitian
penulis adalah fokus penulis terletak pada anilisis putusan MK No. 126 Tahun

2024 terkait desain surat suara.

9 Melya Mega Nanda, Pasangan Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah (Analisis
Putusan Mahkamah Konstitusi No.100/PUU-XI11/2015), Skripsi, Medan: Universitas Sumatera
Utara, 2017.
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Keempat, adalah Skripsi karya Dewi Wardah Ningsih dengan judul
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang
Pencalonan Kepala Daerah Tunggal.!® Skripsi ini menjelaskan untuk
mengetahui putusan mahkamah konstitusi mengenai pencalonan tunggal dari
segi Hukum Islam. Persamaan skripsi sama-sama membahas putusan
mahkamah konstitusi No.100-PUU/XII/2015 tentang pencalonan tunggal.
Perbedaanya adalah penulis membahas putusan Mahkamah Konstitusi No.
100/PUU-X11/2015 dari tinjauan hukum yang berlaku di Indonesia, sedangkan
Dewi Wardah Ningsih menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi dari segi
hukum Islam. Persamaan penelitian penulis terletak pada anilisi dari hukum
Islam yaitu maslahah mursalah. Perbedaan penelitian penulis terletak pada
fokus penulis terhadap analisis pertimbangan hakim terhadap putusan MK
No.126 Tahun 2024 terkait desain surat suara.

Berdasarkan sejumlah literatur yang telah dijelaskan sebelumnya,
terdapat beberapa tema yang relevan dan signifikan untuk mendukung
penelitian skripsi ini. Meskipun demikian, banyak di antaranya yang masih
fokus pada desain surat suara plebisit perspektif maslahah mursalah.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Penafsiran Hukum

10 Dewi Wardah Ningsih, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi
Tentang Pencalonan Kepala Daerah Tunggal, Skripsi, Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017.
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Teori aliran hukum adalah berbagai pendekatan atau pemikiran dalam

memahami hakikat hukum, sumbernya, dan cara hukum diterapkan dalam

masyarakat. Berikut beberapa aliran utama dalam teori hukum:

a. Penafsiran gramatikal

Penafsiran ini memberikan penekanan pada pentingnya susunan bahasa

dari pemilihan kata dan frasa yang digunakan. Bahasa merupakan salah

satu faktor kunci sebagai sarana kita mengerti dan menyelesaikan

sengketa hukum.

b. Penafsiran Sistematis

Adanya suatu norma selalu berkaitan dengan norma lain. sebagai contoh

yang pertama bahwasanya aturan pelaksana akan ada untuk melengkapi

adanya undang-undang yang mendelegasikan aturan pelaksana yang

biasa tertuang dalam beberapa pasal yang ada di dalamnya. Kedua,

setiap pasal yang terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan

akan selalu berhubungan dengan pasal lain di dalamnya.

c. Penafsiran Historis
Makna yang terkandung dalam suatu peraturan perundang- undangan
yang dilihat dari bagaimana sejarah pembentukan peraturan perundang-

undangan itu sendiri disebut dengan penafsiran historis.
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d. Teori Penafsiran Sosiologis
Penafsiran yang menghubungkan antara peristiwa yang terjadi dengan
situasi dan kondisi masyarakat yang dilakukan oleh hakim.!! Dengan
metode ini, undang-undang yang masih berlaku tetapi sudah usang
diterapkan pada kebutuhan atau kepentingan masa kini, tidak peduli
apakah hak itu dikenal pada saat diundang-undangkan atau tidak.
Peraturan disesuaikan dengan situasi sosial baru. Dengan kata lain,
peraturan yang lama (masih berlaku) di sesuaikan dengan keadaan baru
atau diaktualisasikan.'> Karakteristik teori penafsiran sosiologis
Memfokuskan pada konteks sosial, makna hukum tidak dapat dipahami
secara terpisah dari konteks sosial dimana hukum tersebut diterapkan.

Setiap penafsiran undang-undang harus diakhiri dengan penafsiran
sosiologis agar keputusan hakim dibuat secara sungguh-sungguh sesuai
dengan keadaan yang ada dalam masyarakat.!*> Utecht mengatakan
bahwa hukum merupakan gejala sosial, maka setiap peraturan memiliki

tugas sosial yaitu kepastian hukum dalam masyarakat. Penafsiran

s

1 Cecep Cahya Supena “Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum’
Jurnal Moderat, Vol 8 No 2 Tahun 2022. Hal. 431

12 Alvin Hamzah, “ Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki”,
Jurnal Legisia , Vol 15 Nomor 2 Tahun 2023, Hal. 143

13 Khalid, Afif. "Penafsiran hukum oleh hakim dalam sistem peradilan di Indonesia." Al-
Adl: Jurnal Hukum 6.11 (2014).
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sosiologi merupakan jaminan kesungguhan hakim dalam membuat
keputusan, oleh karena itu keputusannya dapat mewujudkan hukum
dalam suasana yang senyatanya dalam masyarakat.'*

e. Teori Penafsiran Komparatif (Perbandingan)
Metode penafsiran hukum yang dilakukan dengan membandingkan
beberapa aturan hukum. Dengan membandingkan, hendak mencari
kejelasan mengenai makna suatu ketentuan peraturan perundang-
undangan. '

f. Teori Penafsiran Pragmatis
Menafsirkan hukum dengan memperlihatkan dampak atau konsekuensi
yang akan timbul oleh hukum tersebut. Teori ini memandang bahwa
makna hukum tidak hanya terletak pada teksnya sendiri, tetapi juga
bagaimana teks tersebut diterapkan dalam situasi nyata

g. Teori Penafsiran Futuristis
Metode penafsiran hukum yang bersifat antisipasi dengan menggunakan

penjelasan ketentuan undang-undang yang belum berlaku atau belum

berkekuatan hukum tetap.'S Hukum adalah perintah yang memaksa,

4 Dadin Eka Saputra, “ Kedudukan Undang-Undang Dan Perpu Dalam Perspektif
Penafsiran Hukum Tata Negara “, Jurnal Studi Islam dan Humaniora, Vol 13 No 1 Tahun 2015,
Hal. 40

55 1bid. him 131

6 H. A. Lawali Hasibuan & Alvin Hamzah, “ Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat
Mencari Keadilan “ Jurnal Legisia, Vol 15 No 2 Tahun 2023. Hal 142- 143
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yang dapat saja bijaksana dan adil, atau sebaliknya.!” Apa yang dianggap
sebagai hukum didalam buku, baru merupakan tafsiran tentang
bagaimana hakim akan memutuskan.'®,

2. Maslahah Mursalah

Secara etimologi kata maslahah berasal dari bahasa arab yang memiliki
arti “mendatangkan kebaikan” atau “membawa kemanfaatan dan menolak
kerusakan.'® Secara terminologi berasal dari kata salahu, yashluhu,
salahan, yang artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Sedangkan

2 ¢

kata mursalah artinya “terlepas bebas”, “tidak terikat dengan dalil agama

(al-Qur’an dan al-Hadist) yang memperbolehkan atau melarangnya.”?°
Imam Al-Ghazali memaknai maslahah mursalah yaitu suatu

konsep dalam dalih aslinya yang berporos pada menarik kemanfaatan dan

£ 21

menolak bahaya. Atau kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syari’a

Sedangkan Abdul Wahab Khalaf memaknai maslahah mursalah sebagai

7 Sukarno Aburaera, et.al., Filsafat Hukum Teori Dan Praktek, Jakarta : Kencana, 2013,
hal. 108.

18 1 Ketut Wirawan, et.,al., Pengantar Filsafat Hukum, Denpasar: Fakultas Hukum
Universitas Udayana, 2016, hlm. 33

YMunawir Kholil, Kembali Kepada al-Qur’an dan as-Sunnah, (Semarang: Bulan
Bintang,1955), hlm. 43.

20 Muhammad Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara
Penerjemah dan Penafsir al-Qur’an, 1973), him. 219.

2! Hendri Hermawan, Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam, Jurnal
Ilmiah Ekonomi Islam,Vol. 4:1, (2018), hlm. 63-75.
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maslahah yang tidak ada dalil syara’ datang untuk mengakuinya atau
menolaknya.??

Maslahah mursalah memiliki kaidah umum yaitu, “Menghindari
kemafsadatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan”. Syarat
dapat diterapkannya Maslahah Mursalah menurut pendapat Imam Al-
Ghazali adalah:

a. Sejalan dengan tindakan syara’

b. Tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash syara’

c. Termasuk dalam kategori masalahah yang dharuri mendesak baik
yang menyangkut kemaslahatan pribadi maupun orang banyak dan
berlaku secara universal.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah-langkah yang diterapkan untuk memastikan
penelitian dilakukan dengan baik dan benar, dengan menyusun pendekatan
secara sistematis. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah
proses untuk mengidentifikasi aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta
doktrin-doktrin hukum yang relevan dalam rangka memberikan jawaban

terhadap permasalahan hukum yang ada.?* Secara umum, penelitian hukum

22 Abdullah Wahab Khallaf, 1/mu Ushulul Figh, terj. Noer Iskandar al-Bansany,
Kaidahkaidah Hukum Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002), hlm. 123.

2 Abd Haq, dkk, Formulasi Nalar Figh Telaah Konseptual, (Surabaya: Khalista. 2006),
hlm. 237.

24 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2019). hlm, 29.
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dapat dibedakan menjadi dua jenis, berdasarkan karakteristik, sifat, dan

tujuannya, yaitu penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif.

1.

Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. E. Saefullah
Wiradipradja menguraikan penelitian hukum adalah penelitian yang objek
kajiannya mengkaji norma positif. Selain itu penelitian hukum normatif
disebut juga sebagai penelitian hukum dogmatik yang mengkaji dan

mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan logika.?

Sifat Penelitian

Sifat penelitian deskriptif-analisis digunakan dalam penelitian ini dengan
berfokus pada penjelasan sistematis yang membahas materi atau fakta
yang diperoleh saat penelitian, selanjutnya dilakukan pengkajian data yang
telah diperoleh dan melakukan analisa menggunakan teori yang

digunakan.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ditujukan untuk mendapatkan informasi dari
berbagai isu yang diteliti. Dengan menggunakan analisis yuridis normatif
serta pendekatan perundang-undangan (statute approach), penelitian ini

menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum

46.

25 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Matara University Press, 2020), him.
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yang sedang diteliti dan konseptual (conceptual approach) untuk mencari

jawaban atas penelitian hukum yang sedang diteliti.

Sumber Bahan Hukum Penelitian

Penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut:

a.

Sumber data sekunder
Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung
atau melalui pihak lain. Data sekunder dapat diperoleh melalui jurnal
atau majalah (media massa), buku-buku, atau dari lembaga tertentu.
Oleh karena penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif
maka data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari
studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder diantaranya:
1) Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer di dalam penelitian ini mencakup UUD NRI
Tahun 1945, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang (UU)
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata
Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.
2) Bahan Hukum Sekunder
Adanya bahan hukum sekunder berperan sebagai penunjang data
primer, seperti jurnal hukum, doktrin hukum dan hasil penelitian
yang berkaitan dengan Putusan MK No. 126/PUU-XXI1/2024.

3) Bahan Hukum Tersier
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Badan hukum tersier berperan dalam memberikan gambaran
lebih terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti teks

buku hukum, kamus hukum dan ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan sekaligus paling sesuai
dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research).
Penelitian kepustakaan dilaksanakan dengan menggunakan literatur
(kepustakaan), baik berupa buku, catatan, jurnal, maupun laporan hasil

penelitian terdahulu.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan karya ilmiah membutuhkan penulisan secara sistematis, logis,
terarah, dan saling berkaitan maka sistematika pembahasan pada skripsi ini
yang berjudul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/Puu Tahun
2024 Tentang Desain Surat Suara” mempunyai sistematika penulisan yang
digunakan sebagai berikut:

BAB PERTAMA, merupakan bagian pendahuluan yang terdiri atas
latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah Pustaka,
kerangkat teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB KEDUA, memuat tinjauan teori yang akan digunakan dalam

penelitian ini yakni teori aliran hukum dan masalahah mursalah.
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BAB KETIGA, memuat paparan penjelasan tentang putusan MK No.
126 Tahun 2024 tentang desain surat suara.
BAB KEEMPAT, memuat analisis dan pembahasan putusan MK No.
126 Tahun 2024 tentang desain surat suara. Melalui pisau analisis teori aliran
hukum dan masalahah mursalah.
BAB KELIMA, adalah penutup yang berisi kesimpulan dari hasil
penelitian untuk menjawab rumusan masalah, kemudian saran atau

rekomendasi solusi yang diberikan penulis terkait hasil penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan pada bab-bab

sebelumnya, kesimpulan yang dapat ditarik adalah:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan penerapan model plebisit
dalam pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal mulai diberlakukan
pada Pilkada Serentak 2029 merupakan bentuk penerapan teori hukum
penafsian sosiologis yang mempertimbangkan aspek realitas sosial,
kesiapan administrasi, serta stabilitas hukum dalam proses pemilu. Dalam
perspektif hukum sosiologis, hukum harus berjalan selaras dengan
kebutuhan masyarakat serta kondisi faktual yang ada., Perubahan
mendadak terhadap sistem surat suara dalam Pilkada Serentak 2024 akan
menimbulkan gangguan administratif dan ketidakpastian hukum.
Sementara itu, dalam perspektif hukum progresif, hukum harus bersifat
dinamis dan mampu berkembang sesuai dengan tuntutan zaman tanpa
terjebak dalam rigiditas aturan formalistik. Oleh karena itu, keputusan MK
yang menunda penerapan model plebisit hingga tahun 2029 mencerminkan
pendekatan yang bijaksana, karena memungkinkan perubahan dilakukan
secara bertahap dan terstruktur sehingga dapat diimplementasikan secara

efektif tanpa mengganggu stabilitas dan legitimasi pemilu. Dengan
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demikian, keputusan ini menunjukkan keseimbangan dan kebutuhan akan

stabilitas hukum dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Dari perspektif Maslahah Mursalah, keputusan Mahkamah Konstitusi
yang mengatur perubahan model surat suara dalam pemilihan kepala
daerah dengan calon tunggal ke model plebisit mulai tahun 2029
mencerminkan prinsip kemaslahatan yang bertujuan untuk menciptakan
kesejahteraan umum dan menjaga kesehatan demokrasi. Maslahah
Mursalah merupakan prinsip dalam hukum Islam yang menekankan
bahwa suatu kebijakan atau aturan harus mengarah pada kemaslahatan atau
kebaikan bagi masyarakat, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan
dalam nash. Dalam konteks ini, pemberlakuan model plebisit memberikan
kesempatan bagi masyarakat untuk secara langsung menyatakan
persetujuan atau ketidaksetujuan terhadap calon tunggal, sehingga
memperkuat prinsip kedaulatan rakyat dan meningkatkan legitimasi hasil
pemilu. Keputusan ini juga memberikan manfaat dalam jangka panjang
dengan mencegah praktik demokrasi prosedural yang hanya memberikan
ilusi pilihan bagi masyarakat tanpa mekanisme kontrol yang memadai.
Dengan menunda penerapan sistem ini hingga tahun 2029, MK
memastikan bahwa transisi dilakukan dengan persiapan yang matang,
sehingga dapat dijalankan dengan baik tanpa mengganggu tahapan pemilu
yang telah berjalan. Oleh karena itu, keputusan ini tidak hanya menjaga
stabilitas pemilu, tetapi juga memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia

melalui mekanisme yang lebih partisipatif dan akuntabel.



66

B. Saran

1.

Penelitian ini menyadari adanya keterbatasan dalam penggunaan data yang
bersumber hanya dari kajian sekunder, sehingga belum mampu menangkap
secara langsung persepsi pemilih terhadap model surat suara dalam
pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal. Oleh karena itu, penelitian
selanjutnya disarankan untuk mengakomodasi pendekatan empiris dengan
melakukan survei, wawancara, atau eksperimen terkait persepsi pemilih
terhadap desain surat suara. Dengan metode yang lebih berorientasi pada
data primer, penelitian ke depan dapat memberikan gambaran yang lebih
akurat mengenai bagaimana desain visual surat suara mempengaruhi
pemahaman dan keputusan pemilih, serta sejauh mana model plebisit dapat
meningkatkan kualitas demokrasi substantif dalam pemilihan kepala
daerah.

Kajian Hukum tentang Kesesuaian Model Plebisit dengan Sistem
Demokrasi di Indonesia. Penelitian ini dapat menganalisis bagaimana
model plebisit sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam
UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan terkait pemilu di Indonesia.
Kajian ini juga dapat menyoroti tantangan hukum yang mungkin muncul
dalam penerapan model ini.

Studi Kesiapan KPU dan Bawaslu dalam Menerapkan Model Plebisit pada
Pilkada Serentak 2029. Mengingat keputusan Mahkamah Konstitusi
menetapkan implementasi model plebisit pada tahun 2029, penelitian ini

dapat mengevaluasi kesiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan
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Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menyelenggarakan pemilihan dengan

sistem baru ini. Aspek teknis, regulasi, sosialisasi, serta infrastruktur pemilu
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